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ABSTACT

Children's rights are part of human rights which must be guaranteed, protected and
fulfilled by parents, families and society, and are the responsibility of the
government and state. The interests of children as stated in Article 28 B paragraph
(2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which stipulates that every
child has the right to survival, growth and development, and the right to protection
from violence and discrimination. The formulation of the research problem is how
to handle children in conflict with the law in the Sukabumi Regency DP3A as a
child protection center in terms of Law No. 11 of 2012. The aim of this research is
to determine the position of the DP3A and the process of handling children in
conflict with the law in terms of SPPA Law. The research method used is an
empirical approach and descriptive analysis presented in narrative form. The
results of this research show that in its role DP3A is part of child protection in
Sukabumi Regency in an effort to ensure the fulfillment of children's rights by
considering the best interests of children. However, the implementation is not yet
optimal, there are still obstacles faced, although there is a need for participation
from other parties in realizing the desired child protection starting from the family

and community environment.

Keywords: Children, Child Protection, DP3A.



ABSTRAK

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan
dipenuhi hak-haknya baik oleh orang tua, keluarga dan masyarakat, serta menjadi
tanggungjawab pemerintah dan negara. Kepentingan anak sebagaimana tercantum
dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana penanganan anak yang
berhadapan dengan hukum di DP3A Kabupaten Sukabumi yang ditinjau dari
Undang-Undang No 11 Tahun 2012. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui
kedudukan DP3A serta proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum
yang ditinjau dari UU SPPA. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode
pendekatan empiris dan dianalisis secara deskriptif yang disajikan dalam bentuk
narasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam peranannya DP3A
menjadi bagian dalam perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi dalam upaya
memastikan pemenuhan hak-hak anak dengan mempertimbangkan kepentingan
terbaik anak. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal terdapat masih adanya
kendala yang dihadapi walupun demikian diperlukannya peran serta dari pihak lain
dalam mewujudkan perlindungan anak yang dicita-citakan dimulai dari lingkungan

keluarga dan masyarakatnya.

Kata Kunci : Anak, DP3A, Perlindungan Anak
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber
daya manusia yang mempunyai potensi sebagai penerus cita-cita perjuangan
bangsa, yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus,
sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Perihal anak diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.! Perlindungan
merupakan salah satu pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan
orang lain dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.2 Perlindungan terhadap
hak anak merupakan suatu bentuk perwujudan perlindungan hak asasi
manusia.® Hak-hak anak perlu dilindungi, mengingat setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan

! Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA).

2 Satjipto Raharjo, (2000), llmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, him 54.

% Konsideran, Loc.cit.



dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Melihat perkembangan anak, banyak anak yang berkonflik dengan
hukum hal tersebut disebabkan minimnya pengawasan yang diberikan oleh
orangtua, peran orang tua dalam keluarga sangatlah penting untuk mendidik
dan mengawasi perkembangan anaknya, dimana perkembangan anak memiliki
kondisi kejiwaan yang labil sehingga cenderung melakukan tindakan agresif
diluar kesadarannya. Seorang anak apabila melakukan tindakan pidana
kejahatan hal tersebut merupakan hal yang ekstrim, karena pada dasarnya anak-
anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan pisikis
menghasilkan hal yang keritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang
cendrung bertindak menganggu ketertiban umum.®

Menurut M. Nasir Djamil, anak adalah generasi penerus yang akan
datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya
kondisi anak saat ini.® Diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak
telah didasari oleh landasan filosofis, Sosiologis dan Yuridis.” Landasan
filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa
peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan
cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia
yang bersumber dari Pancasila dan Pembentukan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis penyusunan Undang-

4 Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

5 Djamil, M. Nasir. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta Timur: Sinar Grafika. him. 2

6 M. Nasir Djamil, (2013), Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika: Jakarta, him. 11.

" Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), Penerapan Teori Hukum pada Penelitian
Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada : Jakarta, him. 38.



Undang Perlindungan Anak tercantum dalam pertimbangan hukum pada huruf
a, yaitu menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan
terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.®

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam berbagai aspek dan pada dasarnya landasan sosiologis ini
sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah
dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis penyusunan
Undang-Undang Perlindungan Anak, tercantum dalam pertimbangan hukum
pada huruf b, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.°

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi
permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan
dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan
substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-
undangan yang baru. Landasan yuridis penyusunan Undang-Undang
Perlindungan Anak pada huruf c, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis,

8 Ibid.
® Ibid, him. 39



ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan
tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi
manusia; bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu
dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak. 1

Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada
masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum.!! Hak asasi anak yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.?

Perlindungan hukum terhadap anak dimaksudkan untuk meminimalisir
anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah
anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah
anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami
penderitaan fisik, metal, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh
tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna

19 1pid, him. 40

11 Satjipto Raharjo, (2000), Iimu Hukum, Citra Bakti: Bandung, him. 54.

12 Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.



kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan
tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya
sendiri.®3

Dalam perlindungannya, Indonesia telah mengesahkan sejumlah aturan
untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak diantaranya
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta mengesahkan
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang sekarang
dirubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Walaupun perlindungan atas hak-hak anak sejauh ini telah
dijamin oleh sejumlah aturan dan deklarasi yang dihasilkan komunitas
internasional, namun pengakuan dejure atas hak-hak anak tidak senantiasa
terimplementasikan sebagai perwujudan yang defacto.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan anak yang terjadi sangat
menarik perhatian dalam perlindungan hukum terhadap penanganan anak yang
berhadapan dengan hukum. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dalam skripsi ini dengan mengangkat judul “PENANGANAN
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
MEWUJUDKAN KEADILAN DITINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN

2012”,

13 Dikutip dari Pasal 1 ayat (2-5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak



B. ldentifikasi Masalah

Mengacu pada pembahasan yang melatarbelakangi permasalah yang
timbul dari Anak yang berhadapan dengan Hukum, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai pokok kajian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten
Sukabumi?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak ditinjau dari Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian
Bertolak dari permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan mendeskripsikan penanganan anak yang berhadapan

dengan hukum yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Atas dasar hal tersebut penelitian ini

diharapkan dapat menjawab rumusan masalah, dengan menitikberatkan pada
tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan anak yang berhadapan dengan
Hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP3A) sebagai kontribusi upaya perlindungan terhadap anak.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap hak
anak yang ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.



D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengungkapkan kebenaran

yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat membawa manfaat baik

secara teoritis (akademik) ataupun secara praktis (pragmatis) sebagai preskripsi

bagi persoalan hukum yang tengah terjadi saat ini.

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1.

a.

Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
sumbangsih pengetahuan juga pemikiran mengenai penanganan anak yang
berhadapan dengan hukum.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan
juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan bagi
perkembangan serta pembaharuan ilmu hukum.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi
penelitian selanjutnya.

Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan dan
sumbang pemikiran kepada para pihak dalam hal ini lembaga dinas terkait
beserta stakeholder terkait penanganan anak yang berhadapan dengan
hukum.

Diharapkan dapat memberikan alternatif kedepannya, dan dapat
digunakan sebagai bahan informasi terkait dengan penanganan anak yang

berhadapan dengan hukum.



E. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka memberikan batasan mengenai bahasan penelitian serta
memberikan jawaban terhadap beberapa permasalahan utama yang terumus
dalam identifikasi masalah, maka kerangka pemikiran menjadi dasar penelitian
yang digunakan penulis sebagai pedoman agar penelitian menjadi kuat
sehingga penelitian ini dapat diandalkan. Kerangka pemikiran dalam penelitian
hukum diperlukan dalam rangka menambah kejelasan atas nilai-nilai hukum
terhadap landasan filosofinya yang tertinggi.!* Maka adanya kerangka
pemikiran ini sebagai landasan dari segala perluasan penelitian nantinya.

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI
adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang
dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan,
dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau
kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang
ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.* perlindungan hukum
sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan
kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai
perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon

14 Satjipto Rahardjo, (2000), limu Hukum, PT. Citra Adytia Bakti: Bandung, him. 254,
15 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, (1991), Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, him. 595



Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon
mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan
sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan
preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya
sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk
mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan
untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan
yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak
dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek
hukum.!®
2. Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan
hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald
adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan
dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan
terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan
perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan
cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk
bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.!’

3. Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto

16 Philipus M. Hadjon, (1987), Prlindungan Hukum Bgi Rakyat Indonesia, Bina IImu:
Surabaya, him 25
17 Satjipto Rahardjo, (1983), Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, him 21



10

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat

hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak

hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan

perlindungannya sebagai berikut.

1)

2)

3)

4)

5)

Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan
dibuat oleh penguasa yang sah.

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan
hukum, baik langsung dan tidak langsung.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti
sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.

Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan
diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku
diyakini sebagai kunci kedamaian.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Teori perlindungan hukum menurut Setiono

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

tidak sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum

menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

manusia.’®

18 Soerjono Soekanto, (2004), Penelitian Hukum, Rajawali Pers: Jakarta, him. 1.
19 Setiono, (2004), Supremasi Hukum, UNS : Surakarta, him. 3.
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2. Teori Keadilan

Kajian dalam hukum, sering mendengar bahwa salah satu fungsi hukum
adalah menciptakan keadilan. Hubungan hukum dan keadilan memang sering
dikaitkan satu sama lain hingga muncul adagium hukum masyhur iustitia
fundamentum regnorum vyang berarti keadilan adalah nilai tertinggi,
fundamental atau absolut dalam hukum.?® Namun demikian, keadilan menurut
para ahli atau filsuf berbeda pandangan dalam merumuskan makna keadilan.
Untuk menjelaskan tentang pengertian keadilan, terdapat beberapa teori
keadilan dalam filsafat hukum diantanya sebagai berikut.
1. Teori Keadilan Menurut Plato

Keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam
memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian
dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.?
2. Teori Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya,
keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan
menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.
Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu
unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional
adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan
dan prestasinya.??

3. Teori Keadilan Menurut Derrida

20 Hyronimus Rhiti,(2011), Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
him. 239

21 |bid, him. 240-241

22 1pid, him. 241
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Keadilan dalam hukum menurut Derrida justru tidak diperoleh dari

sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui

hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan

undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan

adanya keadilan.??

4. Teori Keadilan Menurut Reinhold Zippelius

Zippelius membagi keadilan menjadi lima bentuk yaitu:2*

1)

2)

3)

4)

5)

Keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika
warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi
pada saat pemulihan dari keadaan cidera hak, misalnya pemberian
ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.

Keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam
lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko,
ja harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial
ekonominya. Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka
keadilan sosial.

Keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum
pidana. Salah satunya asas nulla poena sine lege praevia.

Keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi
semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat
sebelah.

Keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat

pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.

2 1bid, him. 248
24 1bid, hlm. 158
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5. Teori Keadilan Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill
Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mewakili pandangan utilitarianisme

yang memaknai keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya

untuk sebanyak mungkin orang.?®

6. Teori Keadilan Menurut John Rawls
John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan

membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:%°

a) Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara
terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan
kebebasan untuk semua (liberty for all).

b) Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip
ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi
keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan
dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara
kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang.
Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial
apapun.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat
hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan

masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo

25 Ibid, hal. 246
% Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, (2018), Teori-Teori Keadilan, Cetakan ke-6,
Bandung: Nusa Media, him. 57
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mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat
sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan
keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang
tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya
peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah
untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat,

karena adanya hukum tertib (rechtsorde).?

F. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana
melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara
pelaksanaan penelitian. Menurut Rasady Ruslan,? istilah metode penelitian
terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal
dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan.
Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu tata cara kerja
(sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya
untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
termasuk keabsahannya. Maka metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalan Penelitain Hukum Empiris. Penjelasannya antara lain
sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif analisis kualitatif

dengan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang objek

27 Satjipto Rahardjo, (1999), limu Hukum, Alumni: Bandung, him. 13
28 Rasady Ruslan, (2003), Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi, Rajawali Pers,
Jakarta, him. 24.
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permasalahan melalui pengolahan dan penganalisaan data-data agar kemudian
mendapatkan bahan dan saran mengenai apa yang harus dilakukan guna
menghasilkan suatu pemecahan permasalahan. Dikatakan analisis karena
dilakukan analisa terhadap berbagai rumusan kaidah hukum dalam rangka
mengetahui dasar hukum tentang objek permasalahan. Penelitian ini
menggabungkan antara deskriptif dan proses analisis sehingga melalui metode
ini pemecahan suatu permasalahan yang diteliti diharapkan secara kritis dapat
menemukan solusi yang diharapkan.
2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang penulis gunakan yaitu Metode Pendekatan
sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang
digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam
masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasikan
dalam mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau
penulisan hukum.?® Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis
penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam
masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat
efektivitasnya hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam
penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum
terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial

terhadap aturan hukum.

29 H, Zainudin Ali, (2019), Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika: Jakarta, him. 17.
30 Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, (2016), Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
Dan Desertasi, Raja Grafindo Persada: Jakarta, him. 20.
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Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris yaitu perilaku hukum
(legal behavior), legal behavior yaitu perilaku nyata dari individu atau
masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah
hukum yang berlaku. Sementara itu, sumber data yang digunakan untuk
mengkaji penelitian hukum empiris yaitu data primer. Data primer merupakan
data yang berasal dari sumber utama yaitu para penegak hukum atau orang-
orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.

3. Tahap Penelitian
Kegiatan penelitian yang dilakukan tentu memiliki banyak tahapan-

tahapan agar setiap kegiatan yang akan dilaksanakan terstruktur dan tersusun

sebagaimana yang diharapkan. Maka tahapan penelitian ini diantaranya
sebagali berikut :

a) Tahap Persiapan, yaitu tahap dimana peneliti merencanakan dan
merancang segala bentuk penelitian yang berupa tema, judul, serta
menentukan isu hukum yang akan diangkat ke dalam penelitian.
Kemudian bahan-bahan bacaan yang relevan dengan tema dan bahasan
penelitian diinventarisir sebagai referensi yang akan dituangkan di dalam
penelitian. Di tahapan ini peneliti merinci secara detail setiap tahapan yang
akan dilaksanakan dalam kegiatan penelitian. kegiatan yang akan
dilaksanakan nantinya supaya terjadwal dan terstruktur.

b) Tahap Pelaksanaan, yaitu tahap dimana peneliti memulai penelitian
dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang
sesuai dengan bahan-bahan hukum vyang dibutuhkan dalam tema

penelitian.
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Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun data primer

diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden atau narasumber

sebagai teknik pengumpulan data utama. data sekunder didapat dengan cara

studi dokumen atau studi literatur (studi pustaka) dengan sumber data

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

a)
1)

2)

b)

Bahan data primer yang meliputi :
Wawancara, adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika
seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang
relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.!
Cara melakukan wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara
langsung kepada responden terkait masalah yang diteliti. Sementara itu,
instrument yang digunakan untuk melakukan wawancara yang telah
disiapkan oleh peneliti.
Observasi lapangan, adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek
yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai
aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan
pengindraan.
Bahan data sekunder

Bahan sekunder yaitu dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian

untuk mendapatkan data skunder lainnya, yaitu dengan mengkaji atau

1bid, him. 167
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menelaah berbagai referensi dari Perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan

sumber bacaan internet.
5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian
wawancara kepada responden atau narasumber yang dipilih oleh peneliti
sebagai bahan data primernya serta data penelitian kepustakaan (studi pustaka)
atau studi dokumen yang memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan
oleh pihak lain untuk kemudian diolah lebih lanjut sebagai bahan data
sekunder.
6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dengan melakukan
analisis terhadap proses pengolahan data guna menafsirkan data yang telah
diperoleh. Metode analisis data yang digunakan yakni data yang berupa kata-
kata dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis secara langsung.
Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum
memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat
ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data tersebut masih
merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk
mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data
yang telah diproleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka

selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi.



7. Lokasi Penelitian
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Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten

Sukabumi yang berlokasi di Jalan Siliwangi No. 65, Cikole, Kecamatan Cikole

Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pada tanggal 12 Juni 2023.

8. Jadwal Penelitian
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Pengolahan Data dan Analisis

Penyusunan Skripsi

Pengumpulan SKripsi

Sidang Akhir Skripsi




BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak
berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya
perlu mendapat perhatian khusus. Anak - anak yang terlindungi dengan baik
menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan
bangsa. Perlindungan Anak merupakan pertanggung jawaban seluruh elemen
masyarakat tidak hanya orang tua, keluarga saja namun peran pemerintah dan
negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus
menerus demi terlindunginya hak-hak anak, sebagai penyelenggara
perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan
anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak
bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan
menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup,
berkembang dan tumbuh.

2. Indonesia konsisten dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum,
diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diundangkannya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak dengan mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
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Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian anak yang
berkonflik dengan hukum penanganan penyelesaian secara keadilan restoratif
yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula.
Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat secara maksimal maka perlu
dilakukan upaya-upaya preventif yang lebih optimal lagi dalam
menurunkan angka anak yang bermasalah dengan hukum. Sosialisasi dan
penyuluhan yang lebih ditingkatkan mulai dari tingkat desa, tingkat
kecamatan, baik oleh DP3A itu sendiri maupun pihak terkait yang
bertanggung jawab serta terjalin dalam kerjasama terhadap komponen

masyarakat.

2. Untuk masyarakat, perlunya pengawasan yang optimal oleh seluruh elemen
masyarakat maka mulailah membentuk lingkungan yang positif
dilingkungan keluarga terlebih dahulu, dengan memulai dari hubungan
atau komunikasi orang tua dan anak, serta lingkungan masyarakat tempat
tinggal sendiri sebagai bentuk dukungan dan perlindungan pertama bagi

anak dalam menghindari perbuatan yang menyimpang.
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